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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara majemuk, dalam artian bahwa

masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan.

Perbedaan-perbedaan panda dan tujuan sering dipandang sebagai

menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah
seseorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat
problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik.
Konflik sebagai saluran akumulasi perasaan yang tersembunyi secara
terus-menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan

melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain. Sebuah keinginan



ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya konflik antar
perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan
orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain.

Setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang

berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Perbedaan perspektif

ing kita memiliki sejarah dan
sdra, hidup tertentu serta masing-

tersebut disebabkan karena

karakter yang uni
masing Kita=
)
e W
e = \\\-\‘hr\:‘;:g// s

e
r "'!'.,-._-.v'"

posisi berdasarkan
saling menginginkan hal-hal yang berbeda dalam situasi yang sama. Dan
ketika sasaran dan kepentingan mereka tidak sesuai, maka terjadilah
konflik.

Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau

lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki



sasaran-sasaran yang tidak sejalan. (Mitchell, 1981). Pengertian ini harus
dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang meliputi tindakan,
perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang mengakibatkan
kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau

menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh. (Fisher,et.al.,

Ctahirkan respon keras masyarakat

Y '%i:.:;;yj

s ‘ ¥, )

g4 non-negera

oleh negara

pemberdayaan” oleh negara,
sehingga ada semacam kemitraan (partnership) antara negara (state) dan
masyarakat (society) yang mengakibatkan makna administrasi publik
berkembang menjadi kegiatan kemitraan (Nugroho dalam Putra 2009:22).
Seiring dengan era desentralisasi dimana pemerintah pusat

memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mengurus



daerahnya secara mandiri, efektif dan efisien. Maka sangat penting untuk
diterapkanya penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan dengan
mempertimbangkan partisipasi masyarakat (civil society) sebagai salah
satu prinsip dalam good governance yang layak dijalankan dalam proses

penanganan konflik local.

Penelitian yang meneébhmengangkat tema konflik menjadi amat
oriCe idak ingin diinginkan, dengan
‘ic, M UHq sang Kabupaten Luwu
\\J\'K o $‘1 : \

Maupun non-fisik
l o \\\‘!i!'!"'f/ .
‘ ‘?' 'w -g" l ‘ .'

Rompu yang ada di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

Tidak ada yang tahu pasti kapan konflik ini berawal, namun dari banyak
kasus yang terjadi pemicu utama konflik ini adalah perkelahian antar
pemuda yang kadang merupakan permasalahan kecil seperti melakukan

perkumpulan dan minum-minuman keras (koflik pertama) kegiatan yang



sangat berpotensi melahirkan terjadinya konflik, pada saat pemuda kedua
desa hilang kesadaran akibat minuman keras salah satu pemuda dari desa
Rompu merasa tersinggung karena perkataan yang dilontarkan oleh salah
satu pemuda desa Kapidi sehingga terjadilah pemukulan, dan perkelahian,

masalahpun semakin meluas hingga melibatkan kelompok desa setempat.

Permasalahan yang g matan Mappedeceng Kabupaten
) --, yang relatf kecil namun

'r'.f

enjalankan amanah
UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam regulasi
itu, pemerintah dan aparat penegak hukum diwajibkan untuk melakukan
upaya-upaya penanganan konflik sosial, mulai dari pencegahan konflik,

penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik.



Ketertarikan untuk membahas persoalan ini, dengan harapan tidak
ada lagi sikap menduga-duga dari masyarakat pada umumnya mengenai
apakah pemerintah mengambil sikap dan berperan menanggulangi kasus
yang terjadi. Lemahnya peran institusi pemerintah dalam mengambil
langkah dalam beberapa penyelesaian kasus perkelahian terus berulang
terlontar ketika kecelakaan ial ini kembali muncul dipermukaaan.
Perkelahian anta .«!/ \ a _saja terjadi dengan berbagai
pote MUH,:‘,! %

pe ..}f(’

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam
menyelesaikan konflik antar kelompok di Desa Kapidi dan Desa

Rompu di Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara?



2. Langkah langkah apa sajakah yang perlu ditempuh oleh pemerintah
daerah dalam menyelesaikan konflik antar kelompok di desa Kapidi
dengan desa Rompu di kecamatan mappedeceng kabupaten luwu

utara?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pade alah penelitian, maka tujuan

1. ; Ay Al e 0\ .akukan pemerintah

apidi dan

Memberikan informasi mengenai upaya upaya pemerintah daerah

Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dalam menyelesaikan
konflik antar kelompok. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat
bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian
mengenai bagaimana strategi peran pemerintah dalam mengatasi kasus

konflik antar kelompok.



2. Manfaat metodologis
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang
selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah
lainnya, khususnya yang mengkaji masalah peran pemerintah dalam
menyelesaikan konflik antar kelompok yang berada dalam lingkup

masyarakat.

"l
| =




BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan pemerintah
Secara etimologi, kata "pemerintah" dapat diartikan sebagai

"perintah" atau "menyuruh" atau "disuruh", artinya melakukan sesuatu

kegiatan yang bersifa
pekerjaan "memeria Menurut Robert Mac Iver yang
dikutip Sya ' FAE-" M IJ H4 is the organization of
S apASSe, \'

‘ - Yo

.;:5 o \u‘ﬁ! r.;;/

b [P L’b Jr'i L....I *\"f:‘;'[a— '.|

L.r i
LY E""rj'(

atau disuruh atau melakukan susetau

Berdasarkan™uraian=pcndapat=32 adapat disimpulkan
bahwa, pengertian pemerintah adalah suatu badan atau lembaga negara yang
melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan negara yang telah

ditetapkan.
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Konsep pemerintahan melibatkan tidak sekedar pemerintah dan
negara, tapi peran berbagai faktor diluar pemerintah dan negara, sehingga
pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas, pemerintahan juga dapat
diartikan juga sebagai praktek penyelenggaraan kekuasaan dan

kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara

o

s \muh,

) "'w j‘}h‘lw
N5

Daerah Pasal 1 ayat (2

“Pemerintahan ~ Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
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Tahun 1945”. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah
dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah
penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau
kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu

system ketertiban di dalam#iaAsyasrakat, sehingga masyarakat tersebut

bisa menjala . g dengan perkembangan
w kebutuhan peran
% at. Pemerintah

O .
o= \\\‘nm, 7 -

L.r :q%F 5‘}; Lb ri sendiri,

.y :
"ﬁ‘ s s

. 13).
menyatakan

1 warganya dan

menyenangkan

warganya.

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman
bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari
kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan
masyarakat, bahkan Van Poelje (dalam hamdi, 1999 : 52) menegaskan

bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang
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mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin
pelayanan umum. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan
sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu : pertama,
masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk
seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut
kemanusiaan; kedua, masala sebaiknya memimpin pelayanan
umum, jadi tidak. n'/’ salah,pendekatan yaitu bagaimana
7 <55 MUH4,

sebaiknyasme \ Yengtrrus, dengan pendekatan
f‘@:“ﬁ, 1KP\KAS“$;1’" ‘P@"‘;\\ akat, masalah
D T dh

memegang pertanggung
jawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan
bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi,
mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat
berbentuk jasa publik dan layanan civil. Sejalan dengan itu, Kaufman

(dalam Thoha, 1995 : 101) menyebutkan bahwa tugas pemerintahan
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adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan
lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya
mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan
memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih

menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Pendapat la1

I"?’w\. "ﬁ;é

0%

\

oleh lembaga non
pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan
anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor

kegiatan yang produktif, dan semacamnya.
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Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan
masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong
penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan
antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin

peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

layanan civil termasu

Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan
(empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan
program pemberdayaan.

Dengan  begitu luas dan kompleksnya tugas dan  fungsi

pemerintahan,menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab
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yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain
diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang
kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai

dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan

pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat

suatu tindakan

ignghambat, atau

pendapat Morton Deutsch, seorang pionir pendidikan resolusi konflik
(Bunyamin Maftuh, 2005: 47) yang menyatakan bahwa dalam konflik,
interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh

perbedaan daripada oleh persamaan. Sedangkan menurut Scannell (2010: 2)
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konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan
persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu.

Wirawan (2010:5) mendefinisikan konflik sebagai proses
pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling

tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan

= \\dﬂﬁ.{f

\. s u{,ﬁ/ v

.q.-i:..- 151 konflik, Coser

QP‘ konflik realistis dan

g digunakan untuk
mendapatkan atau memenuhi kepentingan tertentu) konflik non realistis
yaitu konflik hanya sebagai media melepas ketegangan atau mencari
kambing hitam Margaret M. Poloma (2007:107)

Menurut Rothchild dan Sriram (dalam Wirawan, 2009: 38-39)

konflik antar kelompok ke dalam empat fase diantaranya:
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1. Fase potensi konflik (potential conflik phase) pada fase ini konflik telah
terjadi namun dalam intensitas yang rendah. Fase ini dapat disebabkan
oleh sosio-ekonomi,kultur dan politik.

2. Fase pertumbuhan (gestation phase), dalam fase ini isu yang ada

dipertentangkan, hubungan antar kelompok lebih dipolitisir dan

dimobilisasi sedemikian rupa’s ga kemungkinan terjadinya kekerasan

makin tinggi.
v.'ﬂ %5 MUqu 7L Stion phase), dalam fase
" aKASS 1}47 \ _ y

' terorganisir,

= \N ,m?r.;/y Dl

L
ik ‘?%; ﬂ;’:"}, il <ai W A7 ak dapat

o X

Q-”!- .@%u

Fisher dkk (2001: menjelaskan teori penyebab konflik dalam
masyarakat.

1. Teori Hubungan Masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa bahwa
konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan
(distrust) maupun permusuhan antar kelompok yang berada ditengah-

tengah masyarakat.
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2. Teori Negosiasi Prinsip. Teori ini menyatakan bahwa konflik
disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan
pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

3. Teori Kebutuhan Manusia. Teori ini menyatakan bahwa konflik yang
muncul ditengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar

manusia, seperti kebutuhan#isi% mental dan sosial yang tidak terpenuhi

meningkatkan penga ya dala cgara dan mencapai tuntutan masing-
masing kelompok. Keadaan tersebut menimbulkan suatu konflik yang
penyelesaiannya membutuhkan rentang waktu yang tidak singkat.
Keadaan konflik menjadi semakin rumit ketika sebuah kelompok memiliki

dominasi dan kekuatan yang lebih daripada kelompok lainnya.
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Di satu sisi konflik berdimensi positif tetapi di sisi lain ketika
konflik melibatkan instrumen-instrumen kekerasan maka konflik dapat
berdimensi negatif. Setelah membahas tentang pengertian konflik, maka
kita akan lebih mudah membahas tentang penyelesaian konflik.

Setidaknya ada tiga pandangan berbeda dalam melihat konflik dan

kemungkinan penyelesaianny?
. Pandangan yang b /

lama ada antagonisme di
lq conflide=selalu terjadi sehingga

an yang bera ahwa dengan lebih merujuk pada
sebab-sebab konflik, maka dalam jangka panjang struktur hubungan dari
pihak-pihak yang bertikai dapat diselesaikan. Tradisi pandangan inilah
yang lebih dikenal dengan istilah resolusi konflik (conflict resolution).

Setelah mendapat pemahaman tentang pengertian konflik, perlu diketahui

apa saja yang menjadi akar permasalahan dari konflik tersebut. Perbedaan
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nilai, pandangan, kekuatan dan kepentingan oleh berbagai aktor
menyebabkan terjadinya konflik. Eskalasi konflik kemudian terjadi dalam
keadaan mispersepsi ataupun miskomunikasi.

Konflik yang terjadi secara berkepanjangan akan menimbulkan

kerugian materi, ketidakstabilan eksistensi negara dan memakan korban

jiwa yang tidak sed .

menyebabkan pihak-pihak yang
Shut dalam hal ini ada beberapa

‘:-r \%E%‘éd o :";‘- lan? atlg Sp. 72 ConﬂiCt
s SoaoaaZ o o, |8
i Sitienhcrbedd™ ¢ ara ahli yang

Dictionary

oleman 2000: 197)
mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan
masalah bersama (solve a problem together). Lain halnya dengan Fisher et
al (2001: 7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha
menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru

yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.
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Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu
cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan
individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan
penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk

menyelesaikan konﬂ1 an kesempatan pada pihak-pihak

ah mereka oleh mereka sendiri

yang berkonflik
ge /1.‘ ﬁﬁs MIJ HIJ‘ \ netral dan adil untuk
“\%KAS'H @ 0 2salahnya. Ketika

ﬂjlhrf ,/ 5 \ 'k.onﬂik
sn Llﬁfh“é%%r & ‘ | flik ap'cT

ungkinan akan menjadi korban
dengan adanya konflik tersebut, aktor-aktor yang menjadi pelaku dalam
sebuah konflik pada umumnya memiliki struktur komando yang pada
awalnya harus kita ketahui. Karena dalam sebuah sebuah konflik ada aktor
yang menjalankan perintah dan ada juga aktor yang memberikan perintah

kepada anggota kelompoknya. Dalam hal ini, individu, kelompok atau
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bahkan institusi tertentu dapat memegang peranan yang signifikan dalam
sebuah konflik.

Goals (target) adalah faktor kedua yang harus diperhatikan dalam
penyelesaian sebuah konflik. Target yang dimaksudkan dalam konteks ini
adalah tuntutan yang diberikan dan ingin dicapai oleh masing-masing
kelompok yang bersengketa get ini dapat berbentuk tuntutan terhadap
wilayah, politik, ¢ -/ \"\ ainnya. Proses dari pembuatan
/ ?ES M IJ qu w,_rasional, khususnya

A, KASE “\ |

\\m‘m.

target kada

Q"&\

5 menimbulkan konflik. Ruang
lingkup persoalan yang dimaksud biasanya dari segi persoalan ekonomi,
aspirasi sosial, individu atau kelompok. Penyelesaian konflik sangat
bergantung pada pengklasifikasian persoalan yang terjadi antara dua pihak

atau lebih yang terlibat dalam konflik, agar dapat menentukan persoalan
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inti dan persoalan turunan yang seharusnya bukan merupakan prioritas

dalam penyelesaian konflik tersebut.

2. Manajemen konflik

Manajemen konflik dapat didefinisikan sebagai segala seni
pengaturan atau pengelolaan berbagai konflik maupun pertentangan yang
an yang telah ditetapkan. Apakah tujuan
tersebut berupa .z ( \ lau  kemenangan suatu pihak.
& / rig MU udﬂ ﬁ\‘ cap sebagai kemampuan

.!( S u\q adi dalam suatu
a \\
.1" \d‘h& f//

WJ ""ﬂt.‘l \a;_,,- n* F’f a konflild' sebagai
"'f

ada untuk mencapai suatu

engendalian konflik, sementara
keselarasan konflik sebagai sumber pembaharuan dan perkembangan.
Menurut Gottman dan Korkoff sebagaimana dikutip oleh Maharani
(2008:4) bahwa secara garis besar manajemen konflik terbagi menjadi:

a. Manajemen konflik destruktif yang meliputi conflict engagement

(menyerang dan lepas control), withdrawal (menarik diri) dari situasi
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tertentu yang kadang-kadang sangat menakutkan hingga menjauhkan diri
ketika menghadapi konflik dengan cara menggunakan mekanisme
pertahan diri, dan compliance (menyerah dan tidak membela diri).

b. Manajemen konflik konstruktif yaitu positive problem solving yang terdiri

dari kompromi dan negosiasi. Kompromi adalah suatu bentuk akomodasi

ada. Sikap dasar untuk

atw, pihak bersedia untuk

Q- “‘F‘KAS‘S ", r dan sebaliknya

ol \ '\-..'“!h'rff f! y T

ter JJ'Y_} C apa dan

keadaan yang sehartsnya=satt-satunya-yang menjadi perangkap adalah
kesalahan dalam mendeteksi (tidak mempedulikan masalah atau
menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada)
b) Diagnosis
Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji

mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil dengan
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sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal
sepele.
¢) Menyepakati suatu solusi

Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan

dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang

pengertian dari negosiasi. Zartman (2001:134) mendefenisikan bahwa
negosiasi adalah sebuah proses dimana beberapa kelompok
menggabungkan pandangan mereka yang berbeda mengenai suatu hal
menjadi satu hasil yang disetujui. Kelompok tersebut setuju untuk duduk
dalam proses negosiasi karena mereka menyadari akan mendapat hasil

yang lebih baik dalam penyelesaian konflik daripada terus bergelut dalam



26

perang. Pentingnya komunikasi formal untuk menanggulangi konflik atau
menyelesaikan konflik, dapat dilihat dari seringnya usaha “pihak ketiga”
yang bertindak sebagai perantara mengajak pihak yang bermusuhan
membicarakan konflik yang berlangsung di antara mereka. Upaya

demikian dilakukan dengan pertimbangan bahwa selama pihak yang

bermusuhan melakukan _pcitmdingan, tindakan provokatif dapat

ngkapan Bahasa Latin,

%Wy empunyal arti
_gu\h hat dalam

o pmp MUH 4.!
‘ : nKAS 34 s
S §'\m hhff//

!# T"‘,"tr

N A

as1 yang telah dijelaskan diatas,
maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa negosiasi adalah suatu proses
duduk bersama dalam penyelesaian konflik antar dua atau lebih pihak
untuk mencari jalan keluar yang lebih baik sehingga dapat meminimalisir
kerugian yang ditimbulkan baik yang bersifat materi dan korban jiwa.

Kesimpulan lain yang dapat ditarik berdasarkan pengertian negosiasi
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diatas, negosiasi dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan antar pihak
yang berkonflik sehingga, pada masa yang akan datang pihak yang
berkonflik tersebut akan memiliki hubungan yang lebih baik dari
sebelumnya.

Sulitnya proses memulai komunikasi antar pihak-pihak yang

terlibat konflik panyelesaian konflik melalui negosiasi

langsung, ;_.- sicsaian  konflik menjadi faktor
ingkatn¥ \ 1S TidTlide \ i yang menggunakan

J‘? <

mediasi pihak

beberapa macam,
. Mediasi murni (Pure Mediation), tugas mediator murni adalah untuk
memfasilitasi negosiasi langsung mengenai isu-isu terpenting dengan
tujuan menciptakan penyelesaian masalah secara permanen. Mediator
murni menggunakan kredibilitas serta pengalaman yang telah dimiliki

untuk mendorong kedua pihak yang terlibat di dalam konflik untuk
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menciptakan pemecahan atas ketidaksepakatan mereka yang telah
direncanakan sebelumnya.

. Konsiliasi (Conciliation), merujuk pada peran mediasi dimana pihak
ketiga sebagai mediasi (konsiliator) menyediakan jalur-jalur komunikasi

bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Langkah ini umumnya

berlangsungnya proses negosiasi.

digunakan pada awal peren g

. Fasilitasi (Facilita f/ v.-~ o dilakukan pihak ketiga di
S\ UHW\ v

@thA “qﬁq ’.’@:} puan-pertemuan

\lmtml

x.JaJ!!a
‘?:”f’ ‘x

akil kedua pihak yang

a apa yang disepakati. Mediasi
dengan kekuasaan ini umumnya dilakukan oleh negara-negara besarr dan
institusi-institusi internasional yang berpengaruh di dalam sejumlah

konflik-konflik internasional yang melibatkan negara-negara.
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C. Peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik
Menyadari kondisi dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara yang demokratis, pada tanggal 10 Mei 2012 Pemerintah telah
menerbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan

Konflik Sosial. Undang-undang tersebut juga telah menetapkan ruang

o \\\‘ﬂ!ﬂ ;@

“éaé" il Lo

pendanaan penanganan konflik.

Perkelahian antar kelompok tidak begitu mendapat perhitungan
Ketika sebuah perkelahian hanya terjadi sekali tidak berdampak pada citra
buruk pemerintahan maka perilaku itu dipandang sebagai sesuatu yang

tidak berbahaya. Namun ketika perkelahian dalam sebuah wilayah terjadi
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berulang kali dan berujung pada cap buruk pemerintahan yang berkuasa
pada wilayah tersebut barulah perkelahian mendapatkan perhatian.
Kembali diulangi, pemerintahan pada hakekatnya dibutuhkan untuk
menjaga harmonisasi dalam masyarakat serta lepas dari segala

persinggungan internal masyarakat.

Perkelahian dalam fakior
penulis bisa diaki "‘/ a_elemen di luar masyarakat itu

& MUK
sendiri. p ik
/ ,.p»KAS Sa.

S ’w L‘;:zf

penyebab yang telah disimpulkan oleh

mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif. Selain

itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan
Konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang
undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti dalam bentuk

Instruksi Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan
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Presiden. Berdasarkan pemikiran tersebut, pada dasarnya terdapat tiga
argumentasi pentingnya Undang-Undang tentang Penanganan Konflik
Sosial, yaitu argumentasi filosofis, argumentasi sosiologis, dan
argumentasi yuridis

. Argumentasi filosofis berkaitan dengan pertama, jaminan tetap eksisnya
cita-cita pembentuka -
persatuan dan kesatt

atau Konflil f( LTed MuHJq :a\ asyarakat. Kedua, tujuan

atuan Repubhk Indonesia, mewujudkan

akibat perbedaan pendapat

) @ egenap bangsa
m& ! S84, "I’ v-s? q
\\‘ﬂ f/// N

xh 11 Y 'i ""*Lﬂr' f.!

r ‘ l"-l

‘*l!v“\
T

pelindungan diri pribad
serta hak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan. Bebas
dari rasa takut merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman,
damai, adil, dan sejahtera

. argumentasi sosiologis pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan

Konflik Sosial adalah sebagai berikut; Pertama, Negara Republik
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Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang
masih  diwarnai  ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan
kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, berpotensi melahirkan Konflik di
tengah masyarakat. Kedua, Indonesia pada satu sisi sedang mengalami
transisi demokrasi dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya
gerakan radikalisme di dale an pada sisi lain hidup dalam
tatanan dunia yar _// giimaruh asing sangat rawan dan
) g’; itﬁ-. MUH4 J) daya alam dan
.@'r ﬁi?\".KASFS_,;q 2k, f‘q 6 mbulkan Konflik,
P

melalui pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan landasan hukum

yang memadai. Keenam, dalam mengatasi dan menangani berbagai
Konflik tersebut, Pemerintah Indonesia belum memiliki suatu format

kebijakan Penanganan Konflik komprehensif, integratif, efektif, efisien,
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akuntabel dan transparan, serta tepat sasaran berdasarkan pendekatan
dialogis dan cara damai

3. Argumentasi yuridis pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan
Konflik Sosial adalah mengenai permasalahan peraturan perundang-

undangan terkait Penanganan Konflik yang masih bersifat sektoral dan

reaktif, dan tidak sesuai dengéii perkembangan sistem ketatanegaraan.

D. kerangka pikir

vip c;{':lu H..#q g “pentingnya optimalisasi
!\“ \..
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Bagan kerangka pikir

Peran pemerintah daerah di Kecamatan
Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara

Resolusi konflik

Negosiasi

penelitiannya.Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Segala
kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya
pemerintah daerah Kecamatan mappedeceng Kabupaten luwu utara dalam

menyelesaikan masalah konflik yang terjadi antara desa kapidi dengan desa
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rompu serta Langkah langkah yang perlu ditempuh dalam menyelesaikan
konflik antar kelompok.

F. Deskripsi Fokus Penelitian
a. Resolusi konflik adalah usaha atau cara individu untuk menangani suatu

konflik dan berusaha membangun hubungan baru diantara kelompok-

kelompok yang berseteru.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akan dianalisis sebagai titik fokus

penelitian mengenai peran daerah dalam menyelesaikan konflik

roscdur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang disertai
dengan gambar/foto dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati. Di
harapkan bahwa apa yang terlihat dilapangan digambarkan secara lebih rinci,
jelas dan akurat. Terutama melihat peran pemerintah daerah selama ini dalam
menyelesaikan konflik antar kelompok, Penelitian deskriptif kualitatif bersifat

terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan bersifat
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fleksibel “subject to change” sesuai dengan proses kerja yang terjadi di
lapangan. Sehingga fokus penelitiannya pun ikut juga berubah guna
menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah.

b. Tipe penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif yaitu

mengutamakan uraian afi “bentuk verbal, dengan tujuan untuk

memperoleh gambaga ' atis yang berkaitan dengan
K S MUHq, N

peran pem:

,A:b p.ms AN ...

penelitian kualitatif dapa arasumber (informan), peristiwa
atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar, dan rekaman, serta
dokumen dan arsip.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari dua sumber yaitu:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari

informan yang melalui wawancara serat obserfasi (mengamat langasung),
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dan Dokumentasi

. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-
catatan laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi, catatan dan laporan
serta arsip yang berhubung dengan fokus penelitian.

. Informan penelitian

Informan ada ang di mamfaatkan untuk memberikan

informasi tentang«<ii dtarbelakang penelitian(Moleong
2000: /wiﬁq‘ MUH?{! ;d\ benar mengetahui
a. mKAS S,q a‘iiv

DESA KAPIDI I orang
Muhyidin Muslim | SEKERTARIS |

S,IP KEC.MAPPEDECENG orang
TOKOH PEMUDA

JUSMAN IS DESA ROMPU 1 orang

NENGAH NS KASI PELAYANAN © oran

SUDARMA S.E UMUM orang
TOKOH AGAMA

MUSTARI MR DESA KAPIDI 1 orang
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. KAPOLSEK
9 Iptul\?“suf ume o Gp KECAMATAN 1 orang
gura MAPPEDECENG
KEPALA DESA
10. Sahrul S.pd SH ROMPU 1 orang
JUMLAH 10 orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan,d4 ara yang digunakan oleh peneliti

dalam penelitia ’

NN

fd

penelitian untuk mendapat keterangan-keterangan biasa melalui percakapan

dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada
obyek penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara langsung
dengan pihak serta instansi yang terkait masalah bagamana peranan dan upaya
nyata yang dilakukan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antar

kelompok di Kecamatan mappedeceng Kabupaten Luwu utara.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan
dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di
atas.Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan
menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini

dimaksud untuk mendapa A

materi penelitian.Studi=d0i

daninformasi yang berhubungan dengan
/ aS MUH,

X n mempelajari buku-buku
dan has1l 55 8511 Obye penelitian.

R \\ ‘ﬂlﬁ' y / / tau data

;,\‘:,» -'ﬂ m ) atau pun
= Q;i Z

dan uraian yang mengga 1an pada saat ini berdasarkan
fakta-fakta sebagaimana adanya yang digambarkan dengan kata-kata atau
kalimat untuk memperoleh kesimpulan. Adapun maksud dengan metode ini
adalah bahwa analisa data dilakukan secara kualitatif berdasarkan data yang

ada dari data sampel dengan menghubungkan informasi yang diperoleh melalui

observasi dan wawancara dengan beberapa informan.



41

Metode analisis yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode
deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kemudian ditafsirkan dengan
kalimat yang bersifat kualitatif. Hasil analisis data tersebut di jadikan
kesimpulan akhir dalam penelitian bahwa Teknik analisis data mempunyai

beberapa proses yaitu:

I.

s
et )

: y/;ﬂ"’iﬁ*\\
9

—



42

BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi dan Objek Penelitian
Deskripsi mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan

gambaran daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam

pelaksanaan penelitia ada saat pengambilan data, dalam hal ini

ata yang digunakan terhadap

vf‘ P %’ M U H a mengetahui daerah
D KASS.
\l

f - ’%‘l

§ L‘-

gga menimbulkan
keresahan pada lingkungan-masyarake : (u akibat dari konflik
juga menyebabkan kerugian serta korban jiwa, banyaknya kasus-kasus
yang menyebabkan berbagai konflik yang terjadi pada lingkungan
masyarakat setempat menimbulkan pertanyaan, pengenai peran aparat
pemerintah dalam menyelesaikan dan menangani permasalahan konflik

yang ada pada daerah tersebut.
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a. Kondisi geografis
Kecamatan mappedeceng adalah salah suatu kecamatan yang
berada di Luwu utara yang memiliki luas wilayah sekitar 275,5 km?

kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan masamba disebelah barat

sedangkan disebelah utara adalah kecamatan rampi dan seblah timur

adalah kecamatan sukdalah kecamatan malangke.

0.988 orang. Dengan
demikian rasio jenis kelamin adalah sebesar 101 orang yang artinya dalam
setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

c. Pendidikan
Meskipun jumlah sebenarnya relatif terbatas, namun sarana

pendidikan kecamatan mappedeceng telah tersedia secara lengkap dari
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tingkat pendidikan TK sampai SLTA sarana pendidikan TK jumlahnaya
sebanyak 14 unit, fasilitas SD tetap sebanyak 17 unit, SLTP sebanyak 6
unit pada tahun ajaran 2010/2011 dan SLTA tetap sebanyak 3 unit.

d. Matapencaharian

Penduduk Kecamatan Mappedeceng memiliki berbagai jenis mata

pencaharian yang i erdasarkan data monografi Kecamatan
Mappedeceng _tah caharian sebagai petani
/..{pﬁ WUHa .

U

&
o= 1,.1.‘"#

L -
] %}%@

, 60 lingkungan/dusun
225 RK,300RT, kecamatan mappedeceng juga dilengkapi dengan badan
perwakilandesa (BPD) sebanyak 15 buah, dan kader pemberdayaan
masyarakat (KPM) Organisasi desa yang ada di Kecamatan
Mappedecengdiantaranya pramuka, Karang taruna, LSM, Kelompok PKK,

Kelompok Tani, Dasa Wisma, termasuk dalam mengantisipasi gangguan
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keamanan dan ketertiban masyarakat terdapat puskesmas 1 buah dengan 2
buah mobil ambulance serta polindes yang terdapat di 15 Desa, hal ini
tentunya sangat membantu pelayanan kesehatan utamanya bagi
masyarakat jika ada yang jatuh sakit.

Desa kapidi

Luwu utara dan_set: <apidi mempunyai batas wilayah
sebagai be 4 FS MUH4 \
p.KAS%?‘.ﬂ d

S
v
i}i'::{ﬁ

2R
b.!h | .I X D d
$ o\

Seperti halnya desa desa yang ada di Kabupaten Luwu Utara, Desa
Kapidi termasuk di dalam dataran rendah yang cocok untuk pertanian yang
beriklim tropissuhunya berkisar antara 29C-30C, dimana curah hujan
sering terjadi dan berada pada ketinggian 40 meter diatas permukaan laut.
Hujan turun sekitar bulan November sampai mei, sedangkan juli sampai

agustus penduduk kapidi sebut musim semi atau musim kemarau. Daerah
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ini tergantung perubahan musim, terutama dalam hal pertanian setempat,
kapan mulainya proses penanaman, pembibitan dan waktu istirahat dalam
hal ini pada pertanian coklat dan padi sawah.

Desa ini mempunyai penduduk sebanyak 4183 jiwa terdiri dari

2119 jiwa penduduk adalah laki-laki dan 2064 jiwa adalah perempuan.

Jumlah penduduk laki-laki [N nyak di banding penduduk perempuan,
dan jumlah itu_te ./ (Shuarga. Penduduk Desa Kapidi
dilihat dasi t/&{p.g. Mu Hﬁ‘!;;’\

/ "3 Khssﬁq

= \\ dﬁlw

-r'r '15 ﬁq
. vz

pada masa-masa lalu,

& ‘*q oy berarti karena
79\ .

ctak dibagian selatan Kabupaten
Luwu Utara dengan luas wilayah kurang lebih 12,15 km2 dan berada pada

posisi 2030°45-2037"30LS Dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pandak

Sebelah selatan berbatasan denga Desa Toradda

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pombakka
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¢ Sebelah timur berbatasan degan Desa Kapidi

Keadaan Topografi pada Desa Rompu dilihat secara umum berada
didaerah yang memiliki ketiggian 50 s/d 300 dari permukaan laut denga
kemiringa permukaan tanah berkisar 0-5% atau datar bergelombang.

Jumlah peduduk Desa Rompu adalah 1523 jiwa degan jumlah kepala

. \\\d‘hl

war ﬂta.l',fﬂ’u?

an___Det

‘ﬂ’ ' masyvarakat
=

ﬁ e

f | 'Y\“l_JIIQJ Ul ;‘?hﬂ

I-nr'-|

kemudian yang memiliki bekal pedidikan 22%, Sementara sarjana hanya

mencapai 3 orang.



Tabel : Jumlah penduduk berdasarkan tigkat pendidikan
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NO KETERANGAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

126

216

strategis karena berada tepat ditengah-tengah KecamatanMappedeceng

sehingga mudah dijangkau oleh wilayah-wilayah desa lainnya.

Kantor camat Mapeedeceng memiliki luas bangunan 118m dan

berdiri diatas tanah yang luasnya 365 m, terdiri dari 7 ruaangan, yaitu

ruang camat, ruang sekretaris camat, ruang kepala seksi, ruang staf, ruang
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komputer, ruang pertemuan/ruang tunggu, dan ruang istirahat.
Keseluruhan ruangan dalam kondisi baik dan telah berfungsi sesuai
dengan peruntukannya. Untuk kelompok jabatan fungsional juga
disediakan ruangan tersendiri sebagai pusat pelayanan administrasi
kegiatannya ~ untuk = memberikan = pelayanan  optimal  bagi
masyarakat. Tersedianya ba an kantor yng cukup menunjang bagi
aparat Kecamatan 1/ \ apat menciptakan suasana kerja

dw /1‘ rh_‘w:-':" ML' Hﬁq ii\ anusia yang diharapkan
6 PleAS‘-- ait v u\ gan Tupoksinya

!Pl.f// o

\\wﬂ

—,m ﬁfu,*\f}f,r & aha serta

A, ..

. Struktur organisasi kantor camat Mappedeceng

Untuk menjalankan tugas-tugas camat beserta perngkatnya, mereka
harus saling bersinergi dalam bekerjasama serta saling mendukung dalam

memanfaatkan segala potensi SDM yang tersedia. Pada tiap-tiap
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lingkungan kerja harus ada yang bertindak sebagai penanggung jawab
dalam tugas bidang kinerjanya.

Sesuai dengan susunan organisasi Kecamatan seperti disebutkan
dalam Keputusan Mendagri No. 158 Tahun 2004 pasal 4 ayat (1) yang

menyebutkan organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, sekretaris, dan

sebanyak-banyaknya 5 (lima).Seksi, serta kelompok jabatan fungsional.
Kebijakan adanya / dhysekcam, hal ini dimaksudkan
untuk membanty, oA iug 4 ;i'f\" smbantu camat dalam

@f"‘*;()\. ang diberikan
7L

54
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Struktur organisasi kantor camat Mappedeceng

CAMAT

Saleh,S.Sos.Mst

o dl
N E&‘!‘.!!!f{f//

RASERONERINTAHAN |

RS

kelompok di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu-Utara
Perkelahian antar kelompok tidak begitu mendapat perhitungan
Ketika sebuah perkelahian hanya terjadi sekali tidak berdampak pada citra
buruk pemerintahan maka perilaku itu dipandang sebagai sesuatu yang
tidak berbahaya. Namun ketika perkelahian dalam sebuah wilayah terjadi

berulang kali dan berujung pada cap buruk pemerintahan yang berkuasa
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pada wilayah tersebut barulah perkelahian mendapatkan perhatian.
Kembali diulangi, pemerintahan pada hakekatnya dibutuhkan untuk
menjaga harmonisasi dalam masyarakat serta lepas dari segala
persinggungan internal masyarakat.

Perkelahian dalam faktor penyebab yang telah disimpulkan oleh

penulis bisa diakib heberapa elemen di luar masyarakat itu

onflik serta perkelahian antar

| ) /t{ bﬁ' M IJ H.ﬂ M. a di Desa kapidi dan
AS:
"3' ‘&.F‘ i S;J‘Lp \

IL" o= \\ d‘hl.fy .

_—f" l\!‘.{ |-|. L‘ d"lki’ i"i’
"'!

endera yang

4{'

adi di Kecamatan Mappedeceng
yang melibatkan dua kelompok desa setempat yakni Desa Kapidi dan Desa
Rompu memang perlu perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak yang
bertanggung jawab, tampa penangan yang serius akan memicu pecahnya
kembali suatu konflik walaupun hanya berskala kecil namun hal ini perlu

perhatian khusus dari pemerintah setempat.
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Seperti apa yang telah dipaparkan pada BAB II tentang tugas dan
fungsi Pemerintah daerah, tentunya segala program menjaga ketertiban
dan keamanan dalam masyarakat disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.
Menurut Camat kecamatan Mappedeceng, salah satu tugas pemerintah

daerah ialah menjaga keamanan dan ketertiban. Sedangkan pola tindakan

seperti
etertiban

bertindak
sus  untuk
at,penegak

program juga dikhususkan pada beberapa wilayah yang memang dekat
dengan siklus perkelahian antar kelompok.Lebih lanjut hasil wawancara
dengan Kepala Desa Kapidi yang berinisial SL yang berkaitan dengan
perannya dalam menyelesaikan konflik adalah sebagai berikut

“...Kita sudah beberapa kali mengadakan perdamaian

dengan mempertemukan para pemuda yang terlibat perkelahian,
tidak hanya itu kami juga bekerja sama dengan aparat kepolisian
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dan tokoh-tokoh masyrakat dalam menerapkan program
pemerintah kecamatan melalui pemberdayaan masyarkat...”.
(Wawancara Tanggal 17 mei 2016)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, pemerintah

kecamatan, maupun pemerintah Desa Kapidi beserta pihak kepolisian

sudah melakukan kerjasama dalam hal mendamaikan para kelompok yang

sekedar
buktinya

i A1 DA a4 Ci'113 VI

: ag mau berdamai. Masa yang
mau didamaikan itu orang-orang yang tidak berkonflik, kan
aneh...”.(Wawancara tanggal 15mei 2016)
Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah
belum begitu maksimal dalam menyelesaikan Konflik tersebut, terbukti

bahwa pemuda desa Kapidi dan Desa Rompu masih saja terus

berkonflik.Lebarnya persoalaan konflik dengan kemampuan pemerintah
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yang terbatas untuk menyelesaikanya apalagi denganmetode yang kurang
tepat sering bermuara pada ketidakpercayaan masyarakat kepada
pemerintah  dalam  menyelesaikan persoalaan konflikBerdasarkan
pernyataan tersebut harus dibangun bagaimana cara penyelesaian konflik

yang muncul dari bottom-up yang secara damai dan melibatkan semua

pihak.

. Upaya yang dite ndaerah dalam menelesaikan

konflik

peneliti

odel teori

institusi politik. Dari ketiga kategori kapasitas negara tersebut dapat

digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah melakukan resolusi
konflik pada setiap tahapan. Mulai dari tahapan de-eskalasi hingga dengan
tahap pembentukan perdamaian. Resolusi konflik sendiri berfokus pada

penanganan sebab-sebab konflik dan berusaha untuk membangun sebuah
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hubungan baru yang bisa bertahan lama antara pihak-pihak yang
berkonflik. Resolusi konflik disini mengacu pada strategi-strategi dalam
mengatasi konflik terbuka, dengan tujuan agar tidak hanya mencapai suatu
kesepakatan untuk mengakhiri konflik tetapi juga mencapai suatu resolusi

dari adanya perbedaan-perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya.

Penanganan 65L ukan oleh pemerintah Kecamatan

Mappedeceng .am, menyelesaikan konflik antara

/raqpq M U H!q*:\ bila merujuk pada teori
“‘MKASE- 14 appedeceng  telah

\\\\‘ ﬂﬁ.f//:
..a,

!a.'p' flik yang feAaLs
‘!.-.5-; 7 -_.-."f"

...jad ari dalam mencoba menyelesaikan
konflik antara kelompok Desa Kapidi dan Desa Rompu yaitu kami
mengundang dan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang
bertanggung jawab seperti pihak kepolisian sebagai pengamanan,
kepala desa Kapidi dan Rompu beserta tokoh-tokoh masyrakat,
kita duduk bersama dan membahas starategi bagaimana konflik
yang terjadi dapat terselesaikan tentunya hal ini dilakukan agar
semua pihak yang bertanggung jawab dapat berkoordanasi dengan
efektif sesuai dengan tanggung jawab dan kewajibannya, ...”
(wawancara tanggal 17 mei 2016)

Wawancara diatas menunjukan bahwa dalam menyelesaikan konflik
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antar  kelompok Desa Kapidi dan Desa Rompu Pemerintah daerah yakni
pemerintah kecamatan melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab
seperti aparat kepolisian, Kepala desa Kapidi dan Rompu serta tokoh-
tokoh dengan melakukan musyawarah, dan membahas pokok
permasalahan konflik hingga terciptanya kesepakatan bersama.Demikian

pula asumsi wawancara dengéii fekoh pemuda Desa Rompuyang berinisial

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa manajemen konflik
merupakan seni pengaturan atau pengelolaan berbagai konflik maupun
pertentangan yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang telah
ditetapkan. Upaya pemerintah Kecamatan Mappedeceng dalam
menyelesaikan konflik antar kelompok Desa Kapidi dan Desa Rompu bila

merujuk pada teori manajemen konflik memang sangat jelas bagaimana
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pemerintah sebagai badan yang memiliki tanggung jawab penuh dan
mampu memainkan perannya dalam mengatur kehidupan masyarakat dan
tentunya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh
masyarakat.

Dalam strategi manajemen konflik ini dibutuhkan pihak ketiga

diperlukan untuk .. pihak-pihak yang terlibat dalam konflik,
BLe alikan keluhan-keluhan kedalam

Rompu sehingga dapat--me esatkkan” Konflik tanpa ada pihak yang
dirugikan.. Hal tersebut didukung berdasarkan hasil wawancara kami
dengan salah satu staaf kantor kecamatan Mappedeceng yang berinisial
NS, ia mengtakan:
“...kami selaku pemerintah kecamatan bekerja sama dengan
pemerintah desa Kapidi dan desa Rompu memfasilitasi kelompok

yang terlibat konflik, hal tersebut kami anggap efektif agar dapat
mempermudah penangaan konflik serta menyusun strategi dalam
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penyelesaian konflik sebagai penengah konflik tentu tidak ada pihak
yang dirugikan hal ini juga mampu membangun hubungan kerja sama
pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa dalam menyelesaikan
suatu  permasalahan  yang  terjadi dalam  lingkungan
masyarakat...”(Wawancara tanggal 20 mei 2016)

Dari hasil wawancara diatas, dapat simpulkan bahwa, pemerintah

kecamatan beserta pemerintah desa Kapidi dan desa Rompu menjadi

fasilitator dalam p hal tersebut bertujuan untuk
mempermuda asalahan konflik yang terjadi.Hal
ini juga diddl ﬂ{ﬂ

AS‘.. ‘
1& K "‘4'9
\\m‘ !"“'ﬂr/

"‘?‘-' 'ﬁ)';‘jq 5]
” h"’f"ﬂ-‘

penyusunan strategi penyelesaian konflik sebagai rencana untuk

mengendalikan dan mengubah konflik menjadi menguntungkan.
3. Negosiasi
Negosiasi adalah sebuah proses dimana dua pihak yang berbeda
pendapatberusaha mencapai kesepakatan dalam hal ini pihak yang terlibat

konflik melakukan proses tawar menawar dalam mencapai suatu
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kesepaktan bersama. Proses negosiasi yang di terapkan dalam konflik
antara kelompok desa Kapidi dan desa Rompu melibatkan pihak ketiga
yakni pemerintah kecamatan serta aparat kepolisian.

Untuk mengukur peranan pemerintah serta aparat kepolisian
kecamatan =~ Mappedeceng dalam  melakukan  negosiasi  dalam

mencari dan mengumpulkan informasi
LT

dari masing-mas' 0 ehingga tercipta kesepakatan

tanpa adg /\ 5‘ MU Hl \ rawancara kami dengan

i!i |

i v.w,!}f S0 beserta
h“l}wﬁ" Y ." ele , dengan
kK ersiapan dan

menjadi

mengidentifikasi permasal

* terkait dengan

pemerintah kecamatan Mappedeceng bekerjasama dengan aparat
kepolisian dalam menjembatani proses komunikasi kelompok yang terlibat
konflik dengan menerapkan proses negosiasi, langkah dianggap efektif
karena dengan proses negosiasi kelompok yang terlibat konflik dapat
berinteraksi langsung dalam menyampaikan titik permasalahan. Hal

tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu
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informan yakni kepala desa Rompu yang berinisial SH:

“...langkah pemerintah dalam menyelesaikan konflik sudah
sangat membantu hal ini terbukti konflik yang saya anggap sudah
cukup lama dan berlarut-larut tampa penanganan yang jelas
akhirnya terselesaikan juga, pemerintah di bantu pihak kepolisian
mempertemukan kelompok desa Kapidi dan desa Rompu
kemudian membahas permasalahanya dan mendamaikan lewat
menandatangani surat hasil kesepakatan pihak yang terlibat konflik
dan hal tersebut menj di bukti hingga saat ini konflik tidak lagi

terjadi... (w rman Sahrul S.pd 25 mei 2015)
= eran pemerintah dalam
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BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah di paparkan pada

bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan

permasalahan yang tu Peran pemerintah daerah dalam
i

menyelesaikan ko e di Kecamatan Mappedeceng
Kabupaten 4&‘3 ML‘ iH \

& \1‘ "hf// "-iﬁ'
‘”" wmuu S :
X f"',‘.’ﬁ?‘a"y %

.."-:1 PCT1E

L‘ : LL.:*:" .
N, // *lll“\\ n 5‘?‘
- . |
2. i € 0 ) ara kelompok di

aitu resolusi konflik
ungan baru diantara
kelompok-kelompok yang berseteru kemudian melalui manajemen konflik
dengan melakukan pengaturan atau pengelolaan berbagai konflik maupun
pertentangan yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan
dan yang terakhir yakni melalui negosiasi dengan melakukan suatu proses

duduk bersama dalam penyelesaian konflik.
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B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka
dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikur:
1. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan fungsinya

sebagaimana yang diharapkan masyarakat, dalam hal ini pemerintah

dituntut mampu menjamin«Keaitanan serta ketrtibaan dalam lingkungan

masyarakat.
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